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ABSTRAK

Intan Marthalina (14043115) : Analisis Penyaluran dan Penggunaan
Dana Desa ( Studi Pada Nagari Tujuah
Koto Talago, Kecamatan Guguak,
Kabupaten Limapuluh Kota)

Pembimbing | : Nurzi Sebrina, SE, Ak, M.Sc

Pembimbing 11 : Nayang Helmayunita, SE, M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penyaluran dan
Penggunaan Dana Nagari Pada Nagari Tujuah Koto Talago, Kecamatan Guguak,
Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, Ada tiga (3) Aspek dalam
penggunaan dan penyaluran dana desa yaitu : Aspek keuangan dalam penggunaan
dana desa, Aspek pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan dana desa dan
Aspek Kehandalan SPI. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode
penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Sumber Data yaitu data
primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi,
wawancara, serta dokumen. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Aspek keuangan
dalam penggunaan dana desa belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa karna dalam penyaluran mengalami terlambatan dan
dalam penggunaan lebih diprioritaskan untuk infrastuktur (2) Aspek pengadaan
barang dan jasa dalam penggunaan dana desa telah sesuai dengan Peraturan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 22
tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa (3). Aspek Kehandalan SPI telah sesuai dengan
Peraturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2017.

Kata kunci: Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2005 tentang Desa yang merupakan sistem
pemerintahan terkecil dari suatu Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut
memiliki otonomi. Hanya desa bukan otonomi formal seperti yang dimiliki
Pemerintah Provinsi, Kabupaten tapi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
Nurcholis (Arenawati, 2007:234). Desa merupakan bagian terkecil yang bertemu
langsung dengan masyarakat yang berperan dalam pelayanan masyarakat. Salah
satu contohnya yaitu di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Desa dan Nagari mempunyai makna yang berbeda, desa merupakan
pemerintahan tradisional jawa yang bercorak sentralistik terpusat dari atas,
bersifat ekslusif yang tumbuh dari keratin. Sedangkan nagari adalah pemerintahan
tradisional minangkabau bercorak demokrasi yang tumbuh dari bawah, bersifat
Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, bersifat egaliter, moderat yang

mempunyai kesamaan geneologi, kesamaan teritorial dan kesamaan religious.



Menurut ahli sosiologi Dr. Mucthar Naim nagari adalah sebagai sistem
pemerintah asli minangkabau yang memegang teguh prinsip demokrasi yang
terhimpun dari suatu kesatuan geneologi, kesatuan geografis, kesatuan
administrasi, kesatuan territorial dan kesatuan religi yang berpondasikan kepada 4
(empat) pilar dasar desa, yaitu ; sebagai unit kesatuan keamanan dan pengamanan
dalam desa sebagai unit kesatuan ekonomi anak desa dan sebagai ekonomi desa
dan kesatuan adat, sosial dan budaya.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 ayat (1) huruf
d menyatakan bahwa dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima Kabupaten. Sehingga desa diharapkan dapat berkembang secara lebih
optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai dengan kebutuhan yang ada
di wilayah masing-masing. Pengalokasian dana desa melalui mekanisme transfer
kepada Kabupaten/Kota. Pengalokasian kepada setiap desa berdasarkan tingkat
kesulitan geografis masing-masing desa yang memperhatikan jumlah penduduk
(30%), luas wilayah (20%), angka kemiskinan (50%)

Dana desa merupakan dana yang di dapat dari anggaran pendapatan dan
belanja negara (APBN) yang diberikan kepada desa dan ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk
membiayai Penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan
masyarakat. Dana desa merupakan program pemerintah yang baru pada masa
pemerintahan sekarang, sedangkan pada pemerintah sebelumnya program yang di
unggulkan adalah program nasional pembangunan mandiri (PNPM). Adanya

Danadesa mampu menciptakan program-program yang bertujuan meningkatkan



kesejahteran masyarakat dibidang pembangunan dan pemberdayaan
masyarakatdesa.

Dana desa bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN)
untukdesa dengan jumlah yang besar, tentu perhatian terhadap pengelolaan
keuangan desa menjadi penting. Pentingnya pengelolaan keuangan desa tidak
hanya karena jumlah alokasi dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN)
yang besar, tetapi juga kemampuan pengelolaan keuangan setiap desa yang
berbeda-beda di Indonesia. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi keberhasilan
pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa yang menjadi tujuan dari
Undang-Undang Desa. Maka perlu adanya pengawasan agar tidak ada
kecurangan dalam penyaluran dan penggunan dana desa.

Peraturan Menteri desa tentang prioritas penggunaan dana desa, tidak
membatasi program/kegiatan pembangunan prioritas penggunaan dana desa,
Prioritas utama dana desa di Indonesia diantaranya untuk pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat agar semua rakyat Indonesia sejahtera, jadi dalam
melaksanakan penggunaan dana desa dibutuhkan pengawasan yang optimal agar
tercapainya tujuan.

Menurut Terry (2012) pengawasan adalah kegiatan dalam bentuk
pemeriksaan untuk memastikan bahwa apa yang sudah dikerjakan berjalan sesuai
dengan rencana. Rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan
dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang
harus dilalui. Dengan demikian, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan

rencana dan tahapan tersebut, diadakan suatu tindakan perbaikan.



Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara
principals dan agents. Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat
kepada pihak lain, yaitu agents, untuk melakukan semua kegiatan atas nama
principals dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan ( Jensen dan
Smith, 1984). Kontrak adalah wewenang kepada agent untuk melakukan semua
pekerjaan secara bertanggung jawab kepada pemerintah yang telah terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan menjadi kepanjangan
dari masyarakat desa principals sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas
pembangunan dan pemerintah didesa. Pada organisasi sektor publik principals
adalah rakyat dan agents adalah pemerintah dalam hal ini adalah Wali nagari dan
aparatdesa lainnya.

Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
No0.700/1281/A.1/1) Tahun 2016, Pengawasan dana desa terdapat tiga tahap
pengawasan Yaitu: Pra penyaluran dana desa, penyaluran dan penggunan dana
desa dan pasca penyaluran dana desa. Pengawasan bertujuan untuk memberi
keyakinan memadai terhadap proses pengawasan dana desa dalam aspek
perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa dapat tepat lokasi,
tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat penggunaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.

Tahap Pra penyaluran adalah tersedianya regulasi dan kebijakan
pemerintah kabupaten/kota mengenai dana desa, terbagi tiga aspek vyaitu:

Bagaimana kesiapan perangkat desa dalam menerima dana desa, kesesuaian



perhitungan dana desa, dan kesesuaian proses penyusunan perencanaan dana
desa, Agar suatudesa mampu dalam menerima dana desa.

Tahap penyaluran dan penggunaan dana desa adalah mekanisme
penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas
daerah (RKD). Pada tahap penyaluran dan penggunaan terbagi tiga aspek, yaitu:
keuangan dalam penggunaan dana desa, pengadaan barang/jasa dalam
penggunaan dana desa, kehandalan SPI.

Aspek pertama keuangan dalam penggunaan dana desa. Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 Keuangan Desa adalah
semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajibandesa. Aspek keuangan dalam penggunaan dana desa terbagi 2 yaitu: 1.
Penyaluran dana desa tepat waktu 2. Kegunaan dana desa yang sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Aspek kedua adalah pengadaan barang/jasa dalam penggunaan dana desa,
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang dan Jasa, Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan yang dilakukan untuk
memperoleh barang dan jasa oleh Pemerintah desa dilakukan dengan cara
swakelola maupun secara penyedian barang dan jasa. Prinsip Pengadaan
Barang/Jasa diantaranya: Efisien, Efektif, Transparan, Pemberdayaan Masyarakat,
Gotong Royong, Akuntabel.

Aspek Kketiga yaitu kehandalan SPI, komponen dalam pengendalian

internal terbagi 5 vyaitu: Lingkung pengendalian, Penilaian risiko, Aktivitas



pengendalian, Informasi dan komunikasi, Pemantauan menurut Arens (2014:345).
Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2017 pihak yang terlibat dalam
pengawasan dana desa adalah Masyarakat desa, Camat, Badan Permusyawaratan
Daerah (BPD), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), Komisi Pemerantas Korupsi (KPK). Pemantauan dan evaluasi
dana desa juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam
Negeri, dan Kementeriandesa dan PDTT.

Tahap Pasca Penyaluran adalah mekanisme pembinaan dan pengawasan
terhadap dana desa terdapat 3 (tiga) aspek yang dilakukan, yaitu: Penatausahaan
danadesa, Pelaporan dana desa dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa,
serta penilaian manfaat (outcome) dana desa bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dana desa Kementerian
Dalam Negeri, Eko Prasetyanto, Pengawasan dana desa dilakukan oleh
masyarakat yang diwakili oleh badan permusyawaratan desa (BPD) dan diawasi
oleh pemerintah diatasnya. Pemerintah akan melakukan pengawasan dalam
penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Selain
itu pengauditan juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk
memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun.

Menurut Debora (2017:19) pihak pemerintah mengakui bahwa
pengawasan dan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh Tim Pengawasan
Pengamatan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) tidak cukup untuk mencegah
penyimpangan praktik penyalahgunaan dana desa. Menurut Robert dalam Debora

(2017:20) Peran pendamping desa tidak optimal, pendamping desa dibentuk



hanya untuk memastikan dana desa diterima oleh desa itu dan dimanfaatkan
sepenuhnya untuk pemberdayaan dan pembangunan desa, namun tidak ada
pendamping langjutan agar perangkat desa mampu membuat laporan
pertanggungjawaban pengelolaan dana tersebut.

Kepala dinas pemberdayaan masyarakat dandesa (DPMN) Sumbar,
Syafrizal mengatakan bahwa pengelolaan dana desa di Sumatera Barat sejak tahun
2015 hingga 2017 berjalan baik. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan
pelaporan, hingga pengawasan, semua pihak yang terlipat yang ada pada Provinsi,
Kabupaten,desa sudah berperan untuk memastikan program itu tepat sasaran dan
sesuai aturan yang berlaku ( Akurat Ekonomi, 2017).

Berdasarkan observasi awal yang lakukan di peroleh informasi dari
perangkatdesa mengenai penyaluran dan penggunaan dana desa. Pada Kabupaten
Limapuluh Kota terdapat 79 Nagari dengan alokasi dana sebesar
Rp56.914.918.000. Sehingga masing-masing nagari mendapatkan dana sebesar
Rp720.442.000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 penyaluran
dana desa terbagi 2 tahap yaitu 60% tahap pertama dan 40% tahap kedua namun
Pada Nagari Tujuah Koto Talago penyaluran dana desa ditentukan melalui
musyawarah dengan melibatkan seluruh Kepala Jorong dan BAMUS di nagari
tersebut, sehingga penetapan penyaluran dana desa di nagari tersebut berbeda
dengan nagari lain yang ada di Kecamatan Guguak. Dari hasil musyawarah
tersebut ditetapkan bahwa penyaluran dana tahap pertama sebesar 60% cair bulan
Mei diterima 3 jorong yaitu Jorong Sipingai, Koto Kociak dan Ampang Gadang.

Penyaluran tahap kedua sebesar 40% cair bulan September diterima 4 Jorong



yaitu Padang Japang, Tanjung Jati, Talago dan Padang Kandi. Penyaluran tidak
dilakukan secara merata, apabila dibagi secara rata, maka setiap pekerjaan di
masing-masing jorong akan menggantung. Penyaluran dilakukan tergantung
kepada tingkat kebutuhan suatu objek yang akan dibangun di nagari dengan
berpedoman pada tingkat urgensi masing-masing objek.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun
2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
desa yang 70% dana desa digunakan untuk pembangunan, pembinaan dan
pemberdayaan masyarakat desa yang telah digunakan di Nagari Tujuah Koto
Talago untuk pembuatan Jalan, Embung desa, Sarana Olah Raga Nagari, Badan
Usaha Milik Nagari, Produk Unggulan Nagari. Salah satu contoh program yang
telah dibiayai oleh dana desa di Jorong Padang Kandi yaitu pembuatan saluran air
bersih dari bukit ke rumah-rumah masyarakat. Dengan adanya saluran air bersih
ini masyarakat sangat terbantu karna tidak dipungut biaya. Pihak yang melakukan
pembangunan dana desa adalah tim yang telah dibentuk oleh pihak nagari yaitu
Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang diberuntukan untuk setiap program yang
akan dilaksanakan di setiap jorong yang ada di Nagari Tujuah Koto Talago.
Anggaran yang diberikan ke setiap jorong untuk melakukan programnya
berdasarkan besarnya kebutuhan dana yang diperlukan. 30% dana desa lainnya
digunakan untuk Biaya Operasional Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan
Daerah (BPD).

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Penyaluran

dana desa dilakukan dua tahap yaitu tahap pertama 60% dan kedua 40%. Namun



dalam kenyataan penyaluran dan penggunaan dana desa yang dilakukan di Nagari
Tujuah Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota,
berdasarkan musyawarah yang dilakukan bersama seluruh kepala jorong dan
BAMUS yang mana hasilnya penyaluran dana desa dilakukan berdasarkan tingkat
kebutuhan suatu jorong sehingga masing-masing jorong tidak mendapatkan
jumlah dana yang sama. Maka Nagari Tujuah Koto Talago dalam penyaluran dan

penggunaan dana desa tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
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Berikut ini jumlah dana yang diterima setiap nagari yang berada di

Sumatera Barat.

Tabel |
Danadesa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017
No Kabupaten Jumlah | Dana Per Nagari Dana Per
Nagari Kabupaten
1 Kab.Limapuluh | 79 Rp720.442.000 Rp56.914.918.000
Kota
2 Kab. Agam 82 Rp720.442.000 Rp59.076.244.000
3 Kab.Kepulauan 43 Rp720.442.000 Rp30.979.006.000
Mentawai
4 Kab.Padang 103 Rp720.442.000 Rp74.205.526.000
Pariaman
5 Kab. Pasaman 37 Rp720.442.000 Rp26.656.354.000
6 Kab. Pesisir | 182 Rp720.442.000 Rp131.120.444.000
Selatan
7 Kab. Sijunjung 61 Rp720.442.000 Rp43.946.962.000
8 Kab. Solok 74 Rp720.442.000 Rp53.312.708.000
9 Kab. Tanah Datar | 75 Rp720.442.000 Rp54.003.150.000
10 Kab. Sawahlunto | 27 Rp720.442.000 Rp19.451.934.000
11 | Kab. Pariaman 55 Rp720.442.000 Rp39.624.984.000
12 Kab. Pasaman | 19 Rp720.442.000 Rp13.688.384.000
Barat
13 Kab. Dharmasraya | 52 Rp720.442.000 Rp37.462.984.000
14 | Kab. Solok | 39 Rp720.442.000 Rp28.097.238.000
Selatan
Total Provinsi Sumatera | 928 Rp10.086.188.00 | Rp6.680.570.176.00
Barat 0 0

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
RI 2017 setelah diolah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Penyaluran dan Penggunaan

Dana Desa Pada Nagari Tujuah Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten

Limapuluh Kota”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah pada
penelitian ini adalah bagaimana proses penyaluran dan penggunaan dana desa
pada Nagari Tujuah Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh
Kota?
C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah
mengetahui bagaimana proses penyaluran dan penggunaan dana desa yang
dilakukan pada Nagari Tujuah Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten
Limapuluh Kota.
D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1.Manfaat Akademik

Manfaat akademik dalam penelitian ini adalah sebagai referensi bagi pihak
pihak akademisi, mahasiswa serta orang-orang yang berkompeten dalam
pencarian informasi mengenai proses penyaluran dan penggunaan dana desa pada
Nagari Tujuah Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota.
2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah bertambah nya sumbangan
informasi dan pemikiran bagi Nagari Tujuah Koto Talago, Kecamatan Guguak,
Kabupaten Limapuluh Kota mengenai proses penyaluran dan penggunaan dana

desa.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Proses penyaluran dan penggunaan dana desa pada Nagari Tujuah Koto

Talago, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek keuangan dalam penggunaan dana desa pada Nagari Tujuah Koto
Talago belum sesuai dengan penyaluran dana desa menurut Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 pasal 2 ayat 3 huruf b tentang
penyaluran dana desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa. Karna penyaluran dana desa pada Nagari Tujuah Koto
Talago mengalami keterlambatan setiap tahap nya, sedangkan penggunaannya
lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur nagari.

2. Pengadaan Barang dan Jasa pada Nagari Tujuah Koto Talago telah sesuai
dengan prinsip pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 22 tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 bahwa telah
dilakukan secara Efisien, Efektif, Transparan, Pemberdayaan Masyarakat,
Gotong Royong dan Akuntabel.

3. Aspek kehandalan SPI padadesa Tujuah Koto Talago telah sesuai dengan
Peraturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2017 dan Arens (2014;345)

tentang 5 komponen pengendalian internal dalam pengawasan. Karna



88

pengawasan telah dilakukan oleh Camat, Wali nagari dan Perangkat Desa,
Bamus dan Masyarakat sudah dilakukan sesuai dengan komponen
pengendalin internal yaitu: Lingkungan Internal, Penilaian Resiko, Aktivitas

Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan sudah baik.

B. Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah di

uraiakan di atas, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu:

1. Waktu penelitian kurang tepat, karena penelitian ini dilakukan pada saat bulan

puasa dan pada saat itu wali nagari yang di jadikan informan juga baru
menjabat, akibatnya informasi yang didapatkan kurang efektif karna belum
mengetahui terlalu dalam tentang dana desa.

. Jam Kkerja pada saat bulan puasa tidak tetap waktu atau tidak sesuai dengan
jam Kerja seperti biasanya, sehingga peneliti kesulitan dalam mengatur jadwal
wawancara dengan informan.

Penelitian ini hanya dilakukan pada satu desa yang ada pada kecamatan
guguak, Kabupaten Limapuluh Kota saja, sehingga hasilnya kurang

menggeneralisasi.

C. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka saran

dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya tidak dilakukan pada saat bulan

puasa karna susah mengatur waktunya.
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2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu
kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses
wawancara.

3. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk semuadesa yang ada pada

kecamatan guguak, kabupaten Limapuluh kota.
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